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MOTTO:

Hindari selalu berprasangka buruk, upayakan berprasangka baik 

kepada orang lain ( Qs. Al Hujarat, 12 )

Dengarlah suara hati, berpeganglah prinsip karena Allah SWT, 

berpikirlah melingkar, sebelum menentukan kepentingan dan prioritas

( Qs. Al hasyr, 18)

Periksa pikiran anda terlebih dahulu sebelum menilai segala sesuatu, 

jangan melihat sesuatu karena pikiran anda, tetapi lihatlah sesuatu 

karena apa adanya ( Qs. Al Kahfi, 54)
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu kebutuhan bagi manusia yang mempunyai arti 

penting, karena sebagian besar dari kehidupannya adalah bergantung pada tanah. 

Selain itu juga tanah merupakan tempat pemukuman sebagian besar umat 

manusia, tempat mencari nafkah, dan juga tempat mereka dimakamkan.

Pada sisi lain jumlah dan luas tanah yang dikuasai oleh manusia sangat 

terbatas dan tidak berubah jika dibandingkan dengan jumlah perkembangan 

manusia yang cukup banyak dan mengurangi ketersediaan untuk keperluan usaha

lainya sebagaimana adanya perkembangan ekonomi, budaya dan teknologi

industri termasuk kepentingan pedagang, perkebunan, pemukiman dan

pemerintahan, maka akan terjadi benturan kepentingan antara yang satu dengan

yang lain.

Masalah tanah akan tetap selalu berkepanjangan, membuat resah dan

menyusahkan semua pihak. Kasus tanah sering terjadi dimana-mana dan sering 

menimbulkan masalah didalam masyarakat untuk mempertahankan kepentingan 

atas hak yang menyangkut tanah.

Dalam memecahkan berbagi permasalahan yang ada, hendaknya tidak saja 

mengidahkan prinsip-prinsip hukum semata, akan tetapi, juga harus



2

memperrhatikan fungsi sosial dari tanah tersebut sesuai dengan isi Pasal 6 UUPA. 

Seperti azas kesejahteraan sesuai dengan tujuan negara kita untuk mewujudkan 

masyarakat yang adil dan makmur. Azas kemanusiaan agar stabilitas nasionalitas 

tetap terjaga dan terpelihara, serta, asas kemanusiaan agar masalah pertahanan 

tersebut tidak berkembang menjadi keresahan yang mengganggu masyarakat.

Oleh karena tanah ini menyangkut nilai kehidupan manusia, maka dalam 

menyelesaikan masalah pertanahan tidak dapat ditetapkan hanya demi 

kepentingan stabilitas nasional semata-mata, mengorbankan hak-hak 

kemanusiaan, sebab walaupun stabilitas dapat ditegakkan akan tetapi hakekatnya 

kesejahteraan akan berada semakin jauh harapan. Sebagaimana yang dinyatakan 

oleh Sunaryati Hartono Bahwa :

Apabila kita di Indonesia hendak meratakan keadilan dalam masyarakat 
hukum dan apabila kita hendak membawa keseimbangan antara kepentingan 
perorangan sebagaimana diinginkan oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar 
1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara, perataan keadilan dan 
keseimbangan dalam berbagai kepentingan itu tidak akan dapat timbul dengan 
lebih memberikan tekanan kepada kepentingan umum sambil mengabaikan 
kepentingan orang.1

Berbicara tentang pembangunan dewasa ini sangat erat kaitanya dengan 

masalah tanah karena setiap kegiatan pembangunan Nasional yang sedang 

dilaksanakan baik oleh pemerintah ataupun swasta yang sifatnya fisiknya maupun 

non fisik, secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tersedianya 

tanah yang cukup bagi kegiatan pembangunan. Tanah juga merupakan tempat

Sunaryati Hartono, Beberapa Pemikiran Kearah Pembaharuan Hukum Tanah, Alumni, 
Bandung, 1978, hal. 29.
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pemukiman bagi sebagian besar umat manusia dan sebagai sumber penghidupan 

bagi sebagian umat manusia yang mencari nafkah melalui usaha pertanian dan 

perkebunan, akhirnya tanah menjadi tempat istirahat bagi manusia setelah 

meninggal dunia. Jadi dengan demikian tanah mempunyai arti dan peranan 

penting dalam kehidupan manusia karena sebagian besar kehidupan manusia 

tergantung dengan tanah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa tanah merupakan sumber utama bagi kehidupan 

manusia, karena diatas tanahlah manusia membangun semua sektor yang 

menyangkut kehidupannya sebagian orang perorangan, maupun dalam hidup 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena tanah merupakan sumber

kehidupan dan pijakan manusia yang utama, maka kelestarian fungsi tanah itu

haruslah pula dipelihara dengan tanggung jawab yang sebesar-besarnya.

Tanah memiliki fungsi strategis sebagai modal pembagunan, artinya tanah 

merupakan potensi modal sebagai salah satu unsur pembangunan yang dapat 

memperlancar usaha pengerahan dana pembangunan dan memperluas 

kemungkinan pemberian fasilitas penentu keberhasilan 

pembangunan.2

Pemahaman pembangunan tersebut merupakan tanggung jawab bangsa baik 

pemerintah maupun seluruh masyarakat Indonesia, ini berarti setiap warga negara 

Indonesia dituntut untuk berpartisipasi sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang

program-program

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan 
Khusunya Fiducia Di Dalam Praktek Dan Pelaksanaannya di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas 
Gajah Mada Bulak Sumur, Yogyakarta, 1977, hal. 6
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No. 5 Tahun 1960, bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Ini

bearti hak-hak atas tanah yang melekat pada seseorang seperti Hak Guna 

Bangunan, Hak Guna Usaha maupun Hak Milik harus dilepas demi kepentingan 

umum, kalau tanah tersebut digunakan untuk kepentingan umum. Akan tetapi hak 

seseorang tersebut tetap dilindungi oleh pemerintah atau undang-undang. 

Menyadari kebutuhan, nilai serta fungsi dari tanah menyebabkan negara sebagai 

organisasi kekuasaan seluruh rakyat, melakukan suatu pengaturan tersendiri yang 

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok

Agraria atau disingkat UUPA.

Pesatnya pembangunan di negara kita, disamping membawa dampak positif 

yaitu menigkatkan kesejahteraan masyarakat juga membawa dampak negatif yaitu 

timbulya berbagai kejahatan. Demikian pula halnya di bidang pertanahan.

Dinamika pembangunan mengakibatkan kebutuhan akan tanah semakin 

meningkat, sedangkan pada pihak lain persediaan akan tanah sangat terbatas, 

sehingga penambahan untuk kebutuhan yang satu akan mengurangi persediaan 

tanah untuk kebutuhan yang lain. Hal ini disampingkan menimbulkan alih fungsi 

tanah dari pertanian ke non pertanian, juga mengakibatkan makin meningkatnya 

harga tanah.

Menurut R. Sembiring Meliala, ketua komisi II DPR, dalam makalahnya yang 

berjudul Upaya mengenali Permasalahan Tanah “ yang disampaikan pada 

Simposium Bidang Pertanahan diselenggarakan DPP Golkar menyatakan bahwa “ 

Keadaan seperti itu tadi, ditambah dengan berbagai obyek lainya, seperti beratnya
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kehidupan ekonomi pada masyarakat lapisan menengah dan bawah, telah 

melahirkan berbagai bentuk penyimpangan, seperti misalnya dengan apa yang 

disebut mafia tanah tesebut 3

Dalam melaksanakan pembangunan hendaknya lebih berorientasi kepada 

kepentingan masyarakat dan dalam hal pengadaan tanah untuk kegiatan 

pembangunan jangan sampai mengorbankan tanah masyarakat, karena ‘ Tanah 

tempat mereka berdiam, memberikan mereka makan, tempat mereka tinggal dan

tempat mereka dimakamkamkan

Dalam persoalan tanah untuk pembangunan ini ada berbagai kepentingan

yang kelihatanya tidak saling mengimbangi antara satu dengan yang lainya. Di

satu pihak pembangunan sangat memerlukan tanah sebagai sarana utama, 

sedangkan di lain pihak sebagian besar warga masyarakat memerlukan juga tanah 

tersebut sebagai tempat pemukiman dan tempat mata pencahariannya.

Bilamana tanah diambil begitu saja dan dipergunakan untuk keperluan 

pembangunan, maka jelas kita harus mengorbankan hak asasi warga masyarakat 

yang seharusnya tidak disampai terjadi dalam negara yang menganut prinsip rule 

of law, akan tetapi bilamana hal ini dibiarkan saja, maka usaha pembangunan 

pembangunan akan macet. Salah satu masalah pokok yang hingga kini belum 

mendapatkan pengaturan yang tuntas adalah masalah tanah.4

3 R. K. Sembiring Meliala, Upaya Mengenali Permasalahan Tanah, DPP Golkar Jakarta 
1990, hal. 3-4.

4 Sunaryati Hartono, Op. C/7, hal. 7.
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Penggadaan tanah pertama kali diatur dalam Keputusan Presiden nomor 55 

Tahun 1993 yang sekarang telah diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 36 

Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanakan pembangunan untuk 

kepentingan umum, dan saat ini telah direvisi kedalam Peraturan Presiden Nomor 

65 Tahun 2006. Pengadaan tanah itu sendiri dapat ditempuh dengan berbagai 

yaitu antara lain dengan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. 

Pelepasan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara 

pemegang hak atas tanah yang dikuasai dengan memberikan ganti rugi atas dasar 

musyawarah. Sedangkan pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk 

mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang berhak atas

cara,

tanah tersebut.

Pada asasnya pengadaan tanah untuk pembangunan tersebut dilakukan secara

langsung antara pihak yang berkepentingan dengan memberikan ganti rugi atas 

tanah yang selayaknya dengan berpedoman pada asas musyawarah.

Ganti rugi yang layak itu berarti mereka tergusur harus dalam kondisi 

ekonomi yang sama ketukan mereka belum tergusur sehingga seharusnya 

perundingan mengenai ganti rugi tersebut jumlahnya memadai.

Dengan melihat permasalahan-permasalahan yang ada, masalah utama yang 

sering muncul dalam setiap usaha pengadaan tanah untuk pembangunan adalah 

mengenai ganti rugi. Hal ini disebabkan karena disatu pihak masyarakat sebagai 

pemilik dan atau pemegang hak atas tanah menuntut ganti rugi yang sesuai, 

karena banyak dari masyarakat menganggap ganti rugi yang disediakan tidak atau
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kurang sesuai dengan harga tanah yang berlaku umumnya dimasyarakat, dilain 

pihak, pemerintah, dalam hal ini panitia pengadaan tanah harus menyesuaikan 

dengan anggaran yang tersedia.

Pengadaan tanah tersebut sering kali menimbulkan permasalahan yang 

seandainya tidak ditanggulangi secara serius akan berakibat fatal, serta akan 

menimbulkan dampak negatif terhadap pembangunan dan kewibawaan

pemerintah.

Kemudian Kota Palembang dengan salah satu proyeknya yang sangat

bermanfaat bagi masyarakat adalah pembagunan rel kereta api yang dalam proses 

pengadaan tanah.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi pembangunan rel kereta api di Tanjung Api- 

Api antara lain:

1. Program pemerintah dalam pembangunan rel kereta api

2. Sudah menjadi kebutuhan pelayanan kereta api

3. Untuk menghidupkan wilayah Tanjung Api-Api.5

Pelaksanaan pengadaan tanah untuk proyek pembangunan rel kereta api ini 

pada dasarnya dilaksanakan oleh pemerintah guna menunjang usaha 

pembangunan umum dengan mengorbankan hak-hak atas tanah dari masyarakat

5 Wawancara dengan Bapak H. Syafawi, SH, M.hum,Ksb Keagrarian Dan Batas Wilayah 
Setda Kota Palembang, tanggal 2 juli 2007 .
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luas, untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri, bukan

sebaliknya menyengsarakan masyarakat.

Berpangkal tolak dari adanya pengadaan tanah untuk kepentingan 

pembangunan tersebut, menjadikan penulis berkeinginan untuk membahas dan

“ Pengadaan Tanahmenuangkan dalam skripsi ini dengan judul

Pembangunan Rel Kereta API ( Stasiun Simpang ke Tanjung 

Api-Api ) di Wilayah Administrasi Kota Palembang “

B. Permasalahan

Berdasarkan dari latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis

merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa maksud dan tujuan dari Pembangunan Rel Kereta API

( Stasiun Simpang ke Tanjung Api-Api ) di wilayah Administrasi Kota

Palembang ?;

2. Bagaimana Pelaksanaan Pengadaan tanah untuk Pembangunan Rel Kereta

API ( Stasiun Simpang ke Tanjung Api-Api ) di wilayah Administrasi Kota

Palembang ?;

3. Kendala-kendala apa saja yang timbul dalam pelaksanaan pembebasan Tanah 

tersebut ?;
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C. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya cakupan pembahasan untuk menjawab permasalahan- 

permasalahan di atas, maka diperlukan adanya pembatasan dalam suatu ruang 

lingkup. Untuk itu pembahasan dalam skripsi ini terbatas hanya pada pengadaan 

tanah, baik yang dikuasai oleh induvidu maupun kelompok untuk Pembangunan 

Rel Kereta API ( Stasiun Simpang ke Tanjung Api-Api ) di wilayah Administrasi 

Kota Palembang. Analisis skripsi ini bertolak pada Peraturan Presiden No. 36 

Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden RI No. 65 Tahun 2006 tentang

Perubahan atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah

Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

D . Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui maksud dan tujuan dari Pembangunan Rel Kereta API (

Stasiun Simpang ke Tanjung Api-Api ) di wilayah Administrasi Kota

Palembang.

2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pengadaan tanah untuk Pembangunan Rel 

Kereta API ( Stasiun Simpang ke Tanjung Api-Api ) di wilayah Administrasi 

Kota Palembang.

3. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang timbul dalam pelaksanaan 

pembebasan tanah tersebut.
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E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teori

a. Peneliti ini diharapkan dapat memberikan suatau sumbangan 

pemikiran dalam rangka proses pengembangan Ilmu hukum pada 

umumnya dan bidang hukum perdata pada khususnya

b. Bagi penulis sendiri, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan penulis mengenai masalah yang dikaji.

2. Secara Praktek

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada

masyarakat khususnya mengenai proses Pembangunan Rel Kereta API

( Stasiaun simpang ke tanjung Api-Api ) di wilayah Admiinistrasi

Kota Palembang.

b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

pihak pemerintah mengenai factor-faktor yang menyebabkan

masyarakat tidak mau menyerahkan tanahnya.

F. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan cara pendekatan hukum secara yuridis empiris, 

yaitu dengan cara mengidentifikasi masalah-masalah pengadaan tanah untuk
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Pembangunan Rel Kereta Api demi kepentingan umum/untuk kepentingan rakyat 

pada umumnya yang terjadi didalam masyarakat dengan mengacu/menggunakan 

perundang-undangan yang berlaku. Juga didukung dengan data primer yang 

diperoleh di lapangan.

Untuk mendapatkan data melalui penelitian kepustakaan dan penelitian 

lapangan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan data sekunder melalui penelitian kepustakaan ( 

Library research ) atau dari studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan 

dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum atau doktrin hukum 

serta penelitian pendahuluan yang berkaitan dengan objek penelitian 

dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang 

meliputi:

a. Bahan hukum primer, seperti:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang 

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk 

Kepentingan umum

- Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2006 Tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005

tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan

Untuk Kepentingan umum
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Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang ketentuan pelaksanaan 

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 

tentang Pengadaan Tanh Bagi Pelaksnaan Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok Agraria.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan

undang-undang, hasil penelitian, hasil karya kalangan hukum 

dan sebagainya.5

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang

memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum,

kamus hukum, majalah, dan jurnal ilmiah, surat kabar dan

majalah mingguan juga menjadi bahan penelitian ini sepanjang

surat kabar dan majalah mingguan tersebut memuat berita yang 

relevan dengan objek kajian penelitian ini.6

5 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek,Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal 7-8
6 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjaun Singkat, 

rajawali Pers, Jakarta, 1990, hal. 14-/5
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2. Untuk mendapatkan data primer melalui penelitian empiris atau 

peneltian lapangan ( Field Research ) yang digunakan untuk 

memperoleh data, keterangan atau informasi langsung dari responden 

yang tergabung dalam Panitia pengadaan tanah kota palembang , 

Badan Pertanahan Nasional, PT KAI, Kecamatan Gandus, Kecamatan, 

Kertapati, dan Kecamatan Ilir Barat I . Alat pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah wawancara yang 

struktural ( Guided Interview ) secara selektif dengan respoden 

tertentu. Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan daftar

pertanyaan sebagai pedoman, dengan maksud untuk memperoleh

penjelasan dan klarifikasi dari respoden tersebut. Adapun respoden

dalam penelitian ini ditentukan secara purposive yaitu penetuan

respoden yang didasarkan atas pertimbangan tujuan tertentu dengan

alasan respoden adalah orang-orang yang didasarkan kewenangan,

pengetahuan , dan pengalamannya dianggap dapat memberikan data

dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan proses 

pengadaan tanah untuk Pembangunan Rel Kereta API ( Stasiun 

Simpang ke Tanjung Api-Api ) di wilayah Administrasi Kota 

Palembang.

3. Analisis Data

Data yang telah berhasil dihimpun baik data primer maupun data 

sekunder, akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis
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deskritif kualitatif, yaitu data yang telah terkumpul tersebut diuraikan 

berdasarkan kualitasnya menjadi data yang diringkas dan sistematis 

sehingga didapat suatu kesimpulan.
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